
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SEI,ATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEI"AYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANI{YA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu
membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan
kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jaringannya;

b.balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tentang Standar Biaya Pelayanan
Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatar
Masyarakat dar j aringannya;

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaar Negara (LembaraIl Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambalan lrmbaran
Negara Republik IndoneEia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab
Keuangan Negara (tembaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4400;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4438);





6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20E4 Nomor 15,
Tambahan Irmbarao Negala Republik lndonesia
Nomor 44S);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan fi,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l-€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentarrg
Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Taltun 1996 Nomor 49, Tasrbahan
lEmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 3637);

9. Undang-Unda-ng Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

lO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Ja-Einan Sosial firmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tanbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia NoBor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahart
l:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentarrg
Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578)i

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012
tentang Penerirna Bantua[ Iuran Jaminan Kesehatan
(Irmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 29, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372)i

14. Perafi-rran Presiden Nomor 72 Tahuo 2012 tentang
Sistfm Kesehatan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Ja.rainan Kesehatan (l.f,mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaima[a telah
diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 1 I 1 Tahun
2O13 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman PeEgelolaan K€uangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 20 I 1; q



^&



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2O12
tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan
Perseorangan (Berita Negara Republik lndonesia
"latrun 2Ol2 Nomor 122);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14
tentang Pusat Kes€hatar Masyarakat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentarrg Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lu\*u Ti'rour (I.€mbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor
5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luvu
Timur Nomor 23) setlagaimana tela-h diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timui Nomor 12
Tahun 2Ol4 (lembaran Dae.al Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g)Peraturart
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OOq
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kes€hatan Gratis
di Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor th

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay'anan Kesehatan
fl,embaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Tahun
2011 Nomor i) sebagairnana telah diubah dengart
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2013 (krlbaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2013 Nomor 7);

21. Peraturan Elupati Luwu Timur Nomor 1 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Kabupaten Luwu Timu. (tembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR B1AYA
PEIAYANAN KESETTATAN RUJUKAN PADA PUSAT
KqSEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANT{YA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal f
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Luwu Tirnur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintatran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan &erah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lu*rr Timur.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Luu'u Timur.

5. Kepa.la Dinas adalah Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tirmrr'

6. Biaya pelayanan Rujukan adalah segala biaya yang dikeluarksn pada

saai metali.rtan rujukal dal,am wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur
dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas. ql



7. Pel,ayalan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnoSs, pingobatan atau
pelayanan kesehatan lainnya yang diLakukal ai p""tiooaJ, puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling, poskesdes, polindes, posyandu, Bidal
Pral<tek Swasta dan pelayanan Rujukan

8. Pemberi Pelayalal Kesehatan selanjutnya disebut ppK adalah saranapelayanal kesehgtan ya_ng memberikan pelayana! kes€hafan bagi
peserta Jarninan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta
anggota keluargairya.

9. Pemberi Pel,ayanan Kesehatan (pplq Tingkat pertama adalah puskesmas
dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehataro yang
bertanggungiawab menyelenggarakan sebagian trgas pembangurrai
kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa
perawatan, puskesmas prembantu (pustu), puskesmas keliling termasuk
Poskesdes dan Polindes.

1O. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama a'r,lah petayanan Kesehatan
P€rorarlgan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat ja.lan
tiogkat pertama yang dilaku.kan oleh ppK tingk t pertarna dan prelayanan
ra$,at in€p tingkat p€rtama yang dilakul<an pada ppK tingkat pertama
dengan fasilitas rawat inap.

I 1. Pel,ayanan rawat ja.lan tingkat pertam.a adaLah pelayanan yang diberikan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, da-rl
pelayanan kesehatan lainflya tanpa uenginap di puskesmas.

12. Pelayalan rawat inap tingkat pertarna adalah pelayanan yang diberikan
kepada pasien dal,am rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati teiqpat tidur di rualg
rawat inap paling sedikit 1 (satu) had-

13. Pelayanan Kesehatan Rujuka! yang selanjutnya disebut Rujukan adalah
f;asilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdaearkan
indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan.

14. Rujukan aale:n wilayah kerja Ihbupaten Luwu TiEur adalah kegiatan
pengantara[ pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang
berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

15. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran
Da;ien ruiukan ke puskesmal oleh sarana kesehatan ke tingkat desa

[pustu, poste"aes dan polindes) dalam wilayah kerja puskesmas;

16. Progam Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JIC'I adalah
'" ;;H;' 

"f,-p. pttri''a"'r"--tt*ht* 
-"e"i pt-* memperoleh

'#rfi ;;;',,hJ; r"*-#L'I-a"- p"ri"a".'nei" aaum memcnuhi

'#fi;;;;*t kesehatan-vans dibenkan kepada setiap' orans vang

telahcembayarirrrartataulr-riann,yadibayalolehp€menotafr.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .IT$', ""*j"*,," d,"il;k^, si"'s riset'atan ?frJ3ffit;;ffi 
v-"1 aru'"t"t '"n,t'

'''#ffis:l'u{tffi'*i:
,, 

:Hff ffi;ff1#l-#r#;:;'ij"ffi {; 4





BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
ketentuan biaya pelayanan kesehatan rujukan
kes€hatan pada puskesmas darr jaringannya.

(2) Tujuan ditetapkannya Peiaturarr Bupati ini adalah untuk memberikan
kepastial hukulE .lalanl pelaksanaal peEberian biaya pelayanan
kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan pada puskesmas dan
jaringannya.

BAB III
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

Wilayah Cakupan Rujukan Puskesooas dan Jaringannya meliputi

a. q/ilayah rujukan dalan Kabupaten Luwu Timur;

b. wilayah rujukan dalam Kabupaten Luwu Tiour di wilayah
Pemb€rdayaan PI.Vale; atau

c. wilayah rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.

agar terwujud
bagi petugas

BAB ry
KOMPONEN BIAYA PET,AYANAN KESEI{ATAN RUJUKAN

Pasal 5

(1) Biaya Pelayarral Rujukan diberikan kepada petugas pendarnping yang
Belaklrkan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dal
rujukan da.lam wilayah kerja puskesmas.

(2) Komponen Biaya Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada petugas
pendamping sebagainana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. uang harial ; dan

b. biaya transportasi darat atau air/ BBM Ambulance

c. biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan :

a. Ja-rak antara tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukar};

b. Jenis kendaraan / alat transportasi yang digunakan; dan

c. Kondisi geograEs dari tempat kedudukan ke tempat rujukan.?

20. Ua]:rg harian adalah rxrng yarg diberikan kepada petugas pendamping
atas pelayanart rujukan perhari atas kasus kegawatdanrratan dari
sa.ana kesehatan desa ke puskesmas atau dari puskesmas ke pelayanan
kesehatan lanjutan tingkat pertama.



BAB V
STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 6
StAndar bia5ra pelayanan kesehatan rujukan dalam witrayah Kabupaten Luwu
Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4 huruf a dibagi dalam 3 (tiga)
zona berdasarkan jarak tujuan rujukan sebagai&aoa tercanturn .tal2rn
lampiran I yang merupakan bagian tidak te.pisahkan dari peraturan Buflati
lnl

Pasal 7

Stdndar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalarn wilayah Kabupaten Luwu
Timur untuk wilayah Pemberdayaan PT.VALE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 hurul b dibagi da-lan 2 (dua) zona berdasarkan jarak tujuan
rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian
tidak Grpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Stdrndar biaya pelayanaa kesehatan rujukan dalam witayah kerja Puskesmas
sebagairnana dimaksud.l,lrr Pasal 4 huruf c dibagi dalam 3 (tiga) lriteria
desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Ul yang merupakan bagian
tidak terpisahkan daji Peraturan Bupati irri.

Pasal 9

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukar yang diberikan kepada
petugas pendamping sebagaimana dimaksud.l2l^m Pasal 5 ayat (2) dalam
wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur sebagairqana tercantum da.larll
lampiran IV yang merupaksr bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 1O

Komlrcnen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada
petugas peDdamping sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 ayat (2) dalam
dalam wilayah kerja Pemberdayaan PT. VALE dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam la.{npiran V yang merupakan bagial tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada
petugas pendamping sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalarrr
wilayah kerja puskesmas berdasarkan kriteria desa sebagaimana tercantum
dalam tampiran VI yaig merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 12

Stendar biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b mengacu pada ha.rga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkatr
oleh oemerintah- 11.'vl



a



BAB VI

TATA CARA PEIAKSANAAN RUJUKAN

Pasal 13
(t) Rujrrkan atau jasa medik ditaksanakan oleh puskesmas danjaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan

surat tugas.

(2) Surat rujukan sebagaioana dimaksud pada ayat (i) diterbitkan oleh
Dokter Puskes&as atau petugas lain yang diberi wewenang.

(3) Stirat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U diterbitkan oleh
Kepala Puskesmas atau petugas lain yang beri wewenang.

(4) Petugas dan pejabat yang diberi wewearang sebagaimana dimaksud
pada al.at (21 daIl. ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala
puskesmas.

BAB VIi
PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN

Pasal f4
(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan

t€rhadap pelaksanaan jasa pelayarrarr rujukan pada puskesmas dan
jaringannya;

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
jasa pelayanan rrjukan pada puskesmas dan jaringannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII
KETET{TUAN PENUTUP

Pasal 15

Peramran Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

i'-.:i(oA

r ELAH Dt P! .i:j.. iA

Timur. (rl
s..H;:L Pq.ii i /. juh-,i.^ ,,

], BAOAN, KANTOR OEMKAB, LUWIJ TIM(,? Ditetapkan di Melili
pada tanggal l8 Asusrus 2-15
BUPrfr LUwu rrMUR,

It-h.-
ANDI HA+TA M.

I

I KA DINA: oa
SEKFiTAiIS

SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN LUWU TIMUR,

t

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O I 5 NOMOR : 2 4

KA,





i,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR:24 TAHUN 20l5
TENTANG
BIAYA PEL"AYANAN KESE}IATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANI.IYA

STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEIIATAN RUJUKAN DAI,AM WII.AYAH
KEzuA KABUPATEN LUI]IIU TIMUR BERDASARAXAN

JARAK TUJUAN RUJUKAN

NO WILAI'AH JARAK (Km)
BESARAN

UANG HARIAN

KETERANGAN

{PUSKESMAS)

1 ZONA A 5-50KM Rp 5o.oOO,-

Burau
Tomoni
Tomoni Timrer
Kalaena
Mangkutana
Angkona
Malili

2 ZONA B 51 - rOO KM Rp lOO.oOO,-

l,ampia
wasullonda
Soroako
Wawoodr]la

3 ZANAC
101 - 150

KM
Rp 12O.OO(),-

Timampu
Mahalona
Bantilang q

StEtlF:L t;;,., r. li,qJi'.- :Jr

OII'I S. BADAN. KANTOA PEUIi\AB, LUNTU IIMUiI BUPATI LUWU TIMUR,

rELAH DI Pf Q)! .iA

. ; ..\

;ISTEN 1
ANDI TIAITA M

KA DtNl.r' 6t

A,b

ISEKRET^RI!J

I

I

KA, SEKSI





I"AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR:24 TAHUN 2Ol5
TENTANG
BIAYA PET.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT DAN JARINGANI'IYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKA.I{ DALAM WII"AYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR UI'ITUK WITAYAH PEMBERDAYAAN PI.VAIE

BERDASARKAN JARAK TUJUAN RUJUKAN

BUPATI LUWU TIMUR,

srEi$PEL ;A.i;; l( :,rJF.ii .r; 1rf.]. !, BADAT{, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUfI

TELAH DI PE I:IX SA

'{o A ANDI HATTA M.

:iSTEN !
r(A DlllA l

;EhREIARiS

KA. SEKSr

It-o WITAYAH JARAK (Xrl)
BqSARAN

UANG HARIAN

KETERANGAN

(PUSKESMAS)

I ZONA A 5-50KM Rp 50.OOO,-

Wasuponda
Wawondula
Timampu
Maha-lona
Bantitrang

2 ZONAB 50 - 100 KM Rp IOO.OOO,-
Malili
tampia

i

I

I
I





STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAI,AM WILAYAH
PUSKESMAS KABUPATEN LUU/U TIMUR BERDASARKAN KRITERIA DESA

I.AMPIRAN IiI
PERATI,'RAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PEI,AYANAN KESETTATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT DAN JARINGANNYA

BUPATI LUWU TIMUR,

SItMFEL iii;F ( lOq0i\A3l
0rtirS, BADAN. KANTOR PEMKAB. LUWU TltrruR

TELAH DI !'E RIX SA
ANDI I{ATTA M.

!
KA olNir -:

Kriteria Besaran Uang HarianNo

Biasa Rp 25.OOO,-I

Rp 35.oOO,Terpencil2

Rp.4O.OOO,-Sangat Terpencil3

SEKDA L.
I

A

KA. SEKSI . '-":,..!.ri"' '

SEKRElARIS

loL





I,AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR:24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PEI,AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PEI,AYANAN KESEHATAN RU.'UXAN
DALAM WIT,IYAH XAB.LUWU TIMUR

BIAYA TRANSPORTASI

(Dari Puskesmas ke Rumah Sakit
Daerah)No PUSKESMAS

UANG
HARIAN

PENDAMPING
LI?ER HARGA

1 Burau Rp.5O.OOO,- 8 Rp

6.900

Rp 55.2OO

2 Wotu Rp.25-OOO, o Rp

6.900

Rp 2.760

3 Tomoni Rp.50.OOO,- 3 Rp

6.900

Rp 2O.7OO

4 Tomoni

Timur

Rp.50.OOO,- 6 Rp

6_900

Rp 41.4OO

5 Mangkutara Rp.s0.oOO,- o Rp

6.900

Rp 34-5OO

6 Kalaena Rp.50.OOO,- 10 Rp

6.900

Rp 69.000

7 Rp.50.OOO,- Rp

6.900

Rp a2.aOO

8

Angkona

Malili Rp.50.OOO,- 1a Rp

6.900

Rp 124.2OO

9 Lampia Rp.lOO.OOo,- Rp

6.900

Rp 179.4oo

lo l,Ifasuponda Rp.lOO.OOO,- Rp

5,900

l1 Nuha Rp.lOO-OOO,- 39 Rp

6.900

Rp 269.O0O

12 Wawondula Rp.1OO-OOO,- 37 Rp

6.900

Rp 255.3oO

JUMI.AH

Rp 227.7OO





40 Rp

6.900

Rp 276.00013 Timampu Rp.12O.OOO,-

51 Rp

6.900

Rp 351.9OO14 Mahalona Rp.120.OOO,-

i5 Barrtilang Rp.120.OOO,- 41 Rp

6.900

Rp 282.9OO +

Rp 16O.0OO

(Biaya

tlansportasi

Ai.)

LUWU TIMUR,

S-ElIPil PAfiA; K,JOR0ifiA3t
-.'] i S. BADAN. KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

ANDI HATTA

TELAH DI PERIKSA

ar ;1i'.1

ASISTTN !
(A Dir.t. '

^{

-A
+SEKREIARIS

KA. SEKS!

ItI





LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 20l5
TENTANG
BIAYA PEI^AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KT^SEHATAN MASYARAXAT DAN JARINGAN}.IYA

KOMPONEN BIAYA PEI^AYANAN KESEHATAN RUJUKAN
D.{I.AM WILAYAH PEMBERDAYAAN PT.VALE

' .,, ii i ^^At hui,nurL,F-.
,, 8ADAN. KA'{TOR PEI4KAB, LUWU TIIdUF

B

rELAH DI PERIKSA ffi
ASISTEN I
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BIAYA TRANSPORTASI

(Dari Puskesmas ke RS Inco
Sorowako)

No PUSKESMAS
UANG

HARTAN
PENDAMPING

LITER I{ARGA JUMLAH

I Malili Rp.1OO.OOO,- 24 Rp

6.900

Rp 165.600

) l,ampia Rp.1OO.OOO, 24 Rp

6.900

Rp 165.O0O

3 Wasupoada Rp.5O.OOO,- I RP

6.900

Rp 62.1OO

4 Waliondula Rp.5O.OOO,- 7 Rp

6.900

5 Timampu Rp.50.0OO,- I1 Rp

6.900

6r Mahalona Rp.50.OO0,- I8 Rp

6.900

Rp 124.2OO

7 Bantilang Rp.5O.OOO, 11 Rp

6.900

Rp 75.9OO +

Rp 160.000

[Biaya

T.ansportasi

Aa)

1 RP

6.900

Rp 6.9008 Sorolvako Rp.25.OOO,-

ri.r sEKst tll

ANDI HATTA

I

I

Rp 48.3OO

I

Rp 75.9OO
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IAMPIRANVI
PERATURAN BUPATI LUWIJ TTMUR
NOMOR :24TAHUN2015
TENTANG
BIAYA PET.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KBSEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PEI"{YANAN KESEHATAN RUJUKAN DAI^AM WIIAYAH
KER.JA PUSKESMAS

A.KRITERTA DESA BIASA

No PUSKESMAS KRITERIA DESA BIASA

UANG }IARIAN
PENDAMPING

(Dari sarana
Kesehatan tingkat

Desa ke
Puskesmas)

I Burau, Jalq[ia, lewonu, asarra,

Lambarese, Lauwo, Bone Pute,

Lumbewe, Mabonta, Ka1atiri,

Laro, Lambara Harapan,

Benteng, Lanosi, Lagego, Burau

Paritai.

Burau

Rp.25.Ooo.-

2 Wotu Bawalipu, Cendana Hiiau,

Pepurc Barat, L€ra, Madani,

Maramba, Karambua, Rinjard,

Kalaena, Kanawatu, Tarengge,

Tarengge Timur, Lampenai.

Rp.25.OoO,-

3 Tomoni Bayondo, Mulyasri, Tomoni,

l,estari, Ka]pataru, Rante Mario,

Taduiako, Beringin Jaya,

Bangun Jaya, Mandiri, Sumb€r

AlaE, Bangun Karya

Rp.25.OOo,-

Pattengko, Kertoraha.rjo,

Cendala Hitam, Purwosari,

Manunggal, Margomulyo, Alam

Buana, Cendana Hitam

Rp.25.0OO,-

4 Tomoni Timur

Rp.25.O@,-

Balai Kembang, Maleku,

Wonorejo, Wonorejo Timur,

Margolembo, Sindu Agung

Teromu, Manggala, Panca Karsa

5 Mangkutana



I



6 Ka-laena Sumber Agung, Sr:mber

Malmrur, Pertasi Kencana,

Argomu\ro, Mekarsa.ri.

Rp.25.OoO,-

7 Angkona Solo, Tawakua, Tampinna,

Taripa, Mantadtrlu, Balirejo,

Vlanasari, Maliwowo,

Watang)anr.ra, Lamaeto.

Rp.25.OoO,

Rp.25.OOO,-

a Malili Puncak Indah, lY[alili,

Manurung, Wewangriu, Baruga,

Lakawali, Ussu, Balantang,

Atue, Lakawali Pantai.

9 Lampia Harapan, Laskap, Pongkeru. Rp.25.OOO,-

Rp.25.OoO,-
Wasuponda

ll Nuha Nikkel, Magani, Sorowako.

Langkea Raya, Wawondul,a,

Baruga, Lioka, Asuli

Rp.25.OOO,-

12 Wawondula
Rp.25.OOO,-

13 Timampu Pekaloa, Timampu. Rp.25.Ooo,-

B.KRITERIA DESA TERPENCIL

No PUSKESMAS KRITERIA DESA TERPENCIL

UANG TIARIAN
PENDAMPING

(Dari sarana
Kesehatan tingkat

Desa ke
Puskesmas)

1 Burau Cendana, Batu Putih Rp.35.oOO,-

Wolu Balo-Balo, Bahari, Tabaroge Rp.35.OOO,-

3 Mangkutana Rp.35.OOO,-

4

5

Kalaena

Angkona

Koroocia, Kasintuwu

Kalaena Kiri, Non Blok

Tawakua

Rp.35.ooo,-

Rp.35.OOO,-

6 Maiili Tarabbi Rp.s5.OOO,-

Lampia Pasi-pasi Rp.35,OOO,-

Nuha Nuha Rp.35.OOO,-

9 Timampu Matompi Rp.35.oOO,-

10 IEdu-ledu, Tabarano,

Wasuponda, Balambano.
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C.KRITERTA DESA SANGAT TERPENCIL
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No PUSKESMAS KATEGORI DESA SANGAT
TERPENCIL

UANG HARIAN
PENDAMPING

(Dari sarana
Kesehata[ tingkat

Desa ke
Puskesmas)

1 Tomoni Ujung Baru Rp-40.OOO,-

., Mangkutana Koroncia, Kasintulrru. Rp.40.OOO,-

3 WasupoDda Kawata, Parumpanai. Rp.40.OOO,-

Rp.4O.OOO,-4 Nuha Matano

Rp.40.OOO,-
5 lvlah:rlona Mahalona, Tole, Kalosi,

Buangin, Libukarry Marrdid.

Rp.40-OOO,-
6 Bantilang Bantilang, Tokalimbu, loeha,

Ralte Arrgin, Masiku.
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